
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Perigelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355L

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan sebagai Undang-Undarig (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuri 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
An.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Menimbang

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI HULU SUNGAITENGAH
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah bebe rapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6187);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambaahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



111

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ten tang
lnve sta si Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Iristansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemeriritah Nomor 55 Tah un 2005 ten tang
Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 61730);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

21. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara zDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tah un 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nornor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5261);
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 ten tang Pedoman PengeloJaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Ban tuan Sosial yang Bersum ber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

26. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN2019.

MEMUTUSKAN :

36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lernbaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020
Nornor 04);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2019 Nomor 06);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018
Nomor 15);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 825), sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahuri 2017 Nomor 1952);
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Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri
atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 118.062.735.649,79
b. Dana Perimbangan Rp889 .486.273.881,00
c. Lain-lain Pendapatan

yang sah RQ 233.235.400.651100

Jumlah Pendapatan Rp 1.240.784.410.181,79

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp457.565.150.058,OO
2) Belanja Bunga RpO,OO
3) Belanja Subsidi RpO,OO
4) Belanja Hibah Rp 12.444.666.007,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp11.640.148.778,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp2.291.884.108,OO
7) Belanja Ban tuan

Keuangan Rp198.648.908.500,00
8) Belanja Tidak Terduga R23.541.899.011141
Jumlah Belanja
Tidak Langsung Rp686.132.656.462,41

b. Belanja Langsung
1)Belanja Pegawai Rp18.909.641.868,00
2) Belanja Barang & Jasa Rp280.668.496. 711,08
3) Belanja Modal RQ 238.208.536.731118
Jumlah Belanja Langsung Rp537.786.675.310,26

Jumlah Belanja Rp1.223.919.331.772,67

Surplus/ (Defisit) Rp 16.865.078.409, 12
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 122.523.676.232,10
b. Pengeluaran R20100
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 122.523.676.232,10
Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan Rp139.388.754.641,22

Pasall
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BERITA DAERAH BUPATENHULU SUNGAITENGAH
TAHUN2020 NO OR 38

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 8 September 2020

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati mi dengan

dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Sungai Tengah.

Pasa16

Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasa15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasa14

Pasa13

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.


